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ABSTRAK 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam administrasi negara karena keduanya 

menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran artikel jurnal, buku, dan publikasi 

ilmiah yang relevan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi untuk memahami konsep, bentuk 

penerapan, hambatan, dan upaya penguatan transparansi serta akuntabilitas dalam administrasi negara. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi terwujud melalui keterbukaan prosedur, biaya, waktu 

pelayanan, standar pelayanan, akses informasi publik, penguatan PPID, dan pemanfaatan teknologi 

informasi. Akuntabilitas terwujud melalui pelaporan kinerja, evaluasi, pengawasan, penerapan 

SAKIP, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban aparatur terhadap keputusan administratif. 

Pelaksanaan kedua prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa budaya birokrasi yang 

tertutup, keterbatasan aparatur, lemahnya pengaduan, rendahnya integrasi sistem digital, dan 

pengawasan yang belum konsisten. Penguatan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan melalui 

standar layanan yang jelas, sistem informasi terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan 

berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa administrasi negara yang 

transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan 

masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Temuan ini juga memberi 

arahan bagi pemerintah untuk memperbaiki praktik birokrasi agar setiap layanan publik dijalankan 

secara jelas, adil, responsif, dan mudah diawasi oleh masyarakat. 

Kata Kunci : transparansi, akuntabilitas, administrasi negara, pelayanan publik, tata kelola 

pemerintahan. 

 

PENDAHULUAN 

Administrasi negara merupakan 

bagian penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan karena menjadi sarana utama 

untuk menjalankan kebijakan, mengelola 

pelayanan, serta mengatur hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat. Seluruh proses 

tersebut memerlukan tata kelola yang jelas 

agar kewenangan publik tidak dijalankan 

secara tertutup. Sangkala (2022) 

menjelaskan bahwa organisasi publik perlu 

bekerja secara responsif dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 

dilayani. Pemahaman ini menunjukkan 

bahwa administrasi negara tidak hanya 

berhubungan dengan urusan teknis 

birokrasi, tetapi juga menyangkut 

kepercayaan masyarakat terhadap cara 

pemerintah mengambil keputusan dan 

memberi pelayanan. 

Transparansi menjadi prinsip dasar 

dalam administrasi negara karena 

masyarakat berhak mengetahui prosedur, 

biaya, waktu, standar pelayanan, serta dasar 

keputusan yang memengaruhi kepentingan 

publik. Keterbukaan informasi dapat 

memperkecil ruang penyalahgunaan 

kewenangan karena tindakan pemerintah 

lebih mudah diawasi oleh masyarakat 

(Chen & Ganapati, 2023). Pelayanan publik 

yang transparan juga membantu warga 

memahami hak dan kewajibannya dalam 

proses administrasi. Kejelasan alur 

pelayanan, ketersediaan informasi, serta 

kemudahan memperoleh penjelasan dari 

aparatur menjadi bentuk nyata penerapan 

transparansi dalam birokrasi. Pelayanan 
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pada tingkat kelurahan juga 

memperlihatkan bahwa akuntabilitas dan 

transparansi dibutuhkan untuk menjaga 

keteraturan proses pelayanan (Pratiwi & 

Ningsih, 2023). 

Akuntabilitas diperlukan agar setiap 

tindakan administrasi tidak berhenti pada 

pelaksanaan prosedur, tetapi dapat 

dijelaskan hasil dan akibatnya. Pemerintah 

perlu mempertanggungjawabkan 

keputusan, penggunaan anggaran, kualitas 

pelayanan, serta tindak lanjut terhadap 

keluhan masyarakat. Akuntabilitas yang 

kuat akan membuat aparatur bekerja 

dengan ukuran kinerja yang lebih jelas. 

Salah satu penelitian terhadap 116 

pemerintah desa di Daerah Istimewa 

Yogyakarta menunjukkan bahwa 

akuntabilitas berhubungan dengan 

kepercayaan publik melalui kualitas 

pelayanan penanganan COVID-19 (Pratolo 

et al., 2022). Data tersebut memperlihatkan 

bahwa masyarakat lebih mudah 

mempercayai pemerintah ketika pelayanan 

dijalankan secara terbuka dan hasil 

kerjanya dapat diperiksa. Kepercayaan 

masyarakat juga dipengaruhi oleh kinerja 

pemerintah dan transparansi informasi yang 

diterima warga (Husni et al., 2023). 

Penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dalam administrasi negara 

masih menghadapi kendala pada tingkat 

pelaksanaan. Keterbukaan prosedur belum 

selalu diikuti dengan mekanisme 

pengaduan yang kuat, pelaporan kinerja 

yang mudah dibaca, serta evaluasi 

pelayanan yang dapat dijangkau 

masyarakat. Haikal & Mauliana (2022) 

menunjukkan bahwa pelayanan E-KTP 

dapat memiliki informasi prosedur dan 

biaya yang terbuka, tetapi ruang pengaduan 

tetap perlu diperkuat. Perubahan layanan ke 

arah digital memberi peluang untuk 

memperbaiki persoalan tersebut melalui 

pencatatan, pelaporan, dan akses informasi 

yang lebih cepat (Agostino et al., 2022). 

Pemanfaatan teknologi tetap memerlukan 

kesiapan aparatur dan integrasi sistem agar 

tidak sekadar memindahkan prosedur 

manual ke aplikasi (Waliyondi et al., 2025). 

Kajian digital government memperlihatkan 

bahwa keterbukaan pelayanan semakin 

berkaitan dengan pemanfaatan teknologi 

informasi (Ardelia & Yuadi, 2023). 

Akuntabilitas publik digital juga perlu 

diarahkan pada transparansi kinerja dan 

pelayanan (Sulastri, 2026). 

Berdasarkan uraian tersebut, 

pembahasan mengenai implementasi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

administrasi negara menjadi penting untuk 

melihat sejauh mana kedua prinsip tersebut 

hadir dalam praktik penyelenggaraan 

pemerintahan. Kajian ini diarahkan untuk 

menelaah pelaksanaan transparansi dan 

akuntabilitas, hambatan yang muncul, serta 

upaya penguatan tata kelola administrasi 

negara. Uraian ini diharapkan dapat 

memberi pemahaman akademik mengenai 

pentingnya pemerintahan yang terbuka dan 

bertanggung jawab, sekaligus memberi 

masukan bagi penyelenggara pelayanan 

publik agar hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat dapat dibangun melalui 

kejelasan, pengawasan, dan kepercayaan. 

Arah tersebut relevan bagi perbaikan 

administrasi negara pada berbagai unit 

layanan publik saat ini. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Administrasi Negara 

Administrasi negara merupakan 

cabang ilmu administrasi yang mempelajari 

proses pengelolaan urusan publik oleh 

lembaga pemerintahan. Fokus utamanya 

terletak pada bagaimana negara menyusun 

keputusan, mengatur sumber daya, 

menjalankan pelayanan, serta mengawasi 

pelaksanaan kebijakan untuk mencapai 

tujuan publik. Revida et al. (2021) 

menjelaskan bahwa administrasi publik 

mencakup kerja sama pemerintah melalui 

perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan terhadap 

kegiatan pemerintahan. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa administrasi negara 

tidak hanya berisi pekerjaan surat-

menyurat, melainkan mencakup proses 
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manajerial yang menentukan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Administrasi negara juga dapat 

dipahami sebagai hubungan antara lembaga 

publik, aparatur, kebijakan, dan 

masyarakat. Ilmu ini menempatkan 

birokrasi sebagai alat negara untuk 

menerjemahkan keputusan politik menjadi 

tindakan administratif yang dapat dirasakan 

oleh warga. Administrasi publik selalu 

dipengaruhi oleh budaya, sistem 

pemerintahan, sistem politik, dan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat (Dwiyanto, 

2022). Pemahaman tersebut penting karena 

praktik administrasi negara tidak dapat 

dilepaskan dari lingkungan tempat 

pemerintahan bekerja. Prosedur yang sama 

dapat menghasilkan kualitas pelayanan 

yang berbeda apabila kapasitas aparatur, 

struktur organisasi, dan partisipasi 

masyarakat tidak berjalan seimbang. 

Ruang lingkup administrasi negara 

meliputi organisasi pemerintahan, 

manajemen sumber daya manusia, 

keuangan publik, pelayanan publik, hukum 

administrasi, reformasi birokrasi, serta 

inovasi pemerintahan. Administrasi negara 

juga berhubungan dengan prinsip good 

governance karena penyelenggaraan 

pemerintahan harus diarahkan pada 

efektivitas, efisiensi, partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas. Kerangka 

administrasi negara yang kuat membantu 

pemerintah menjalankan kewenangan 

secara teratur, memberi pelayanan yang 

adil, serta memastikan setiap tindakan 

birokrasi dapat dipertanggungjawabkan 

(Hildawati et al., 2024). Kedudukan ini 

menjadikan administrasi negara sebagai 

dasar bagi penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelayanan publik yang 

responsif dan berorientasi masyarakat. 

 

B. Transparansi dalam Administrasi 

Negara 

Transparansi dalam administrasi 

negara merupakan prinsip yang menuntut 

pemerintah membuka informasi mengenai 

proses, keputusan, dan kegiatan publik 

kepada masyarakat. Prinsip ini lahir dari 

kebutuhan agar kewenangan administratif 

tidak dijalankan secara tertutup. Erkkilä 

(2020) menjelaskan bahwa transparansi 

berkaitan dengan akses terhadap informasi 

pemerintahan dan menjadi konsep penting 

dalam administrasi publik. Makna tersebut 

menunjukkan bahwa transparansi tidak 

hanya berarti menyediakan data, tetapi juga 

memastikan informasi dapat dipahami, 

digunakan, dan diawasi oleh warga. 

Transparansi memiliki unsur utama 

berupa keterbukaan informasi, kemudahan 

akses, ketepatan waktu, dan kejelasan isi 

informasi. Pemerintah yang transparan 

tidak menunggu masyarakat mencari 

informasi sendiri, melainkan menyediakan 

informasi penting secara aktif melalui 

media yang mudah dijangkau. Transparansi 

juga mencakup proses pengambilan 

keputusan karena masyarakat perlu 

mengetahui dasar, alasan, dan akibat dari 

suatu kebijakan. Administrasi publik 

disebut transparan apabila sebagian besar 

informasi mengenai kegiatan, kebijakan, 

dan keputusan pemerintah dapat diakses 

oleh publik (Androniceanu, 2021). 

Keterbukaan tersebut memberi ruang bagi 

masyarakat untuk memahami tindakan 

pemerintah dan menilai kesesuaian 

tindakan itu dengan kepentingan publik. 

Penerapan transparansi dalam 

administrasi negara dapat diwujudkan 

melalui publikasi standar pelayanan, 

prosedur, biaya, waktu penyelesaian, dasar 

hukum, laporan kinerja, serta mekanisme 

pengaduan. Transparansi juga berhubungan 

dengan kepentingan umum karena 

masyarakat memiliki hak untuk 

memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan (Trisakti et 

al., 2022). Prinsip ini memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan warga 

melalui pengawasan yang sehat. 

Administrasi yang transparan akan lebih 

mudah dinilai, dikoreksi, dan diarahkan 

pada pelayanan publik yang adil, terbuka, 

dan bertanggung jawab. Prinsip tersebut 

juga membantu mencegah penyimpangan 
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birokrasi karena keputusan administratif 

tidak lagi berada dalam ruang tertutup 

birokratis. 

 

C. Akuntabilitas dalam Administrasi 

Negara 

Akuntabilitas dalam administrasi 

negara merupakan kewajiban lembaga 

publik dan aparatur untuk menjelaskan 

serta mempertanggungjawabkan tindakan, 

keputusan, penggunaan sumber daya, dan 

hasil kerja kepada masyarakat. Prinsip ini 

menempatkan pemerintah sebagai pihak 

yang diberi mandat, sehingga setiap 

kewenangan harus dapat diuji melalui 

ukuran hukum, prosedur, kinerja, dan etika 

pelayanan. Overman & Schillemans (2022) 

menempatkan akuntabilitas sebagai 

dorongan yang dirasakan aparatur ketika 

tindakannya dapat dinilai oleh pihak lain. 

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa 

akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, 

tetapi juga membentuk kesadaran tanggung 

jawab dalam perilaku birokrasi. 

Akuntabilitas publik memiliki unsur 

pemberian informasi, penjelasan, penilaian, 

dan konsekuensi. Pemerintah perlu 

menyediakan laporan yang dapat dipahami, 

membuka ruang evaluasi, dan 

menunjukkan tindak lanjut terhadap kritik 

masyarakat. Akuntabilitas juga dapat lahir 

dari kewajiban hukum maupun kesediaan 

organisasi publik untuk menjelaskan 

tindakannya secara sukarela (de Boer, 

2023). Dalam administrasi negara, prinsip 

ini berfungsi mencegah penyalahgunaan 

kewenangan, memperbaiki kualitas 

pelayanan, dan memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga 

pemerintahan. 

Bentuk penerapan akuntabilitas dapat 

dilihat melalui standar pelayanan, 

pelaporan kinerja, audit, pengawasan 

internal, pengawasan eksternal, serta 

mekanisme pengaduan. Pelayanan publik 

memerlukan mekanisme akuntabilitas yang 

memastikan aparatur memberi jawaban atas 

proses dan hasil pelayanan (Mareta & 

Firdaus, 2024). Akuntabilitas juga menjadi 

bagian dari good governance karena 

membantu pemerintah bekerja secara 

terbuka, tertib, dan bertanggung jawab 

(Maolani et al., 2023). Prinsip ini membuat 

administrasi negara tidak hanya berjalan 

sesuai aturan, tetapi juga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik 

secara nyata. Akuntabilitas yang konsisten 

akan memperkuat disiplin birokrasi, 

mengurangi tindakan sewenang-wenang, 

dan memastikan pelayanan publik 

diarahkan pada kepentingan warga secara 

berkeadilan di setiap tahapan proses 

administrasi publik. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan diperlukan untuk 

memperlihatkan posisi kajian ini terhadap 

studi sebelumnya mengenai transparansi 

dan akuntabilitas dalam administrasi 

negara. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa kedua prinsip tersebut tidak hanya 

dibahas sebagai norma pemerintahan, tetapi 

juga diuji melalui praktik pelayanan publik, 

kepercayaan masyarakat, dan pemanfaatan 

teknologi. Hasil penelitian terdahulu dapat 

menjadi dasar untuk melihat pola 

penerapan, hambatan, serta kebutuhan 

penguatan tata kelola administrasi negara. 

Penelitian Pratolo et al. (2022) 

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan 

transparansi pemerintah desa berperan 

dalam membangun kepercayaan publik 

melalui kualitas layanan penanganan 

COVID-19. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa masyarakat menilai pemerintah 

bukan hanya dari kebijakan yang dibuat, 

tetapi juga dari keterbukaan proses dan 

pertanggungjawaban hasil pelayanan. 

Kajian tersebut relevan karena 

menempatkan transparansi dan 

akuntabilitas sebagai faktor yang 

memengaruhi hubungan pemerintah dengan 

warga. 

Penelitian Auliyah & Praptoyo 

(2024) menemukan bahwa akuntabilitas 

dan transparansi berpengaruh positif 

terhadap kinerja pelayanan publik pada 

DPMPTSP Kota Surabaya. Hasil ini 
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menegaskan bahwa pelayanan yang terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan 

berkaitan dengan kualitas kinerja instansi. 

Penelitian lain mengenai e-government 

menunjukkan bahwa optimalisasi sistem 

digital dapat meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pemerintah daerah 

melalui infrastruktur teknologi, 

interoperabilitas sistem, dukungan 

manajerial, kompetensi pengguna, dan 

kualitas layanan digital (Kannapadang et 

al., 2025). Rhamadhani & Edeh (2024) juga 

menekankan bahwa partisipasi warga yang 

didukung platform digital dapat 

memperkuat transparansi, kepercayaan 

institusional, dan akuntabilitas sektor 

publik. 

Berdasarkan beberapa penelitian 

tersebut, kajian tentang transparansi dan 

akuntabilitas masih banyak diarahkan pada 

desa, pelayanan perizinan, atau tata kelola 

digital. Artikel ini mengambil posisi untuk 

membahas implementasi kedua prinsip 

tersebut dalam administrasi negara secara 

lebih umum. Arah ini penting karena 

administrasi negara mencakup proses 

kelembagaan yang luas, mulai dari 

pelayanan, pelaporan, pengawasan, hingga 

pertanggungjawaban publik. Pembahasan 

yang lebih umum juga memberi ruang 

untuk memahami transparansi dan 

akuntabilitas sebagai prinsip lintas sektor, 

bukan hanya ukuran pada satu jenis layanan 

tertentu dalam birokrasi yang berdampak 

langsung pada mutu hubungan pemerintah 

dan masyarakat publik. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam artikel ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kepustakaan. 

Pendekatan ini dipilih karena pembahasan 

mengenai implementasi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam 

administrasi negara membutuhkan 

penelusuran konsep, teori, dan temuan 

ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. 

Creswell & Creswell (2018) menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk 

memahami makna suatu persoalan sosial 

melalui penafsiran terhadap data yang 

bersifat naratif. Berdasarkan pandangan 

tersebut, artikel ini tidak diarahkan untuk 

menghitung pengaruh antarvariabel, tetapi 

untuk memahami secara mendalam 

bagaimana transparansi dan akuntabilitas 

diposisikan dalam administrasi negara. 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan konsep administrasi 

negara, transparansi, akuntabilitas, dan 

penerapannya dalam tata kelola 

pemerintahan. Sifat analitis digunakan 

untuk menelaah hubungan antara konsep 

tersebut dengan praktik pelayanan publik, 

pengawasan, pengaduan masyarakat, dan 

pemanfaatan teknologi administrasi. Data 

yang digunakan merupakan data sekunder 

yang diperoleh dari artikel jurnal, buku 

akademik, dan publikasi ilmiah yang 

relevan. Snyder (2019) menyatakan bahwa 

studi kepustakaan dapat digunakan sebagai 

metodologi penelitian karena mampu 

menyusun, mengevaluasi, dan 

mensintesiskan pengetahuan yang sudah 

ada secara sistematis. 

Sumber data dalam artikel ini 

diperoleh melalui penelusuran pada Google 

Scholar dan Google Books. Artikel jurnal 

diprioritaskan sebagai sumber utama, 

sedangkan buku digunakan sebagai penguat 

konsep dasar. Kriteria sumber yang 

digunakan meliputi terbit dalam delapan 

tahun terakhir, memiliki hubungan 

langsung dengan administrasi negara, 

transparansi, akuntabilitas, pelayanan 

publik, atau tata kelola pemerintahan, serta 

dapat diakses melalui halaman jurnal, DOI, 

PDF, atau pratinjau buku. Sumber yang 

tidak dapat diakses secara nyata tidak 

digunakan sebagai rujukan. Pembatasan 

tersebut dilakukan agar bahan kajian 

memiliki dasar akademik yang jelas dan 

dapat diperiksa kembali oleh pembaca. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui identifikasi, seleksi, pencatatan, 

dan pengelompokan sumber. Pada tahap 

identifikasi, penulis menelusuri sumber 
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dengan kata kunci administrasi negara, 

transparansi administrasi publik, 

akuntabilitas publik, pelayanan publik, dan 

digital government. Pada tahap seleksi, 

sumber dipilih berdasarkan kesesuaian 

tema, tahun terbit, kredibilitas penerbit, dan 

ketersediaan akses. Pada tahap pencatatan, 

bagian penting dari setiap sumber dicatat 

sesuai topik pembahasan. Pada tahap 

pengelompokan, sumber disusun ke dalam 

tema administrasi negara, transparansi, 

akuntabilitas, dan penelitian relevan agar 

analisis dapat dilakukan secara terarah. 

Objek kajian dalam artikel ini adalah 

prinsip transparansi dan akuntabilitas 

sebagai bagian dari penyelenggaraan 

administrasi negara. Fokus pembahasan 

diarahkan pada pengertian, bentuk 

penerapan, hambatan pelaksanaan, dan 

hubungan kedua prinsip tersebut dengan 

kualitas pelayanan publik. Batasan ini 

dibuat agar pembahasan tidak melebar pada 

seluruh teori good governance. Artikel ini 

hanya memakai bahan pustaka yang 

memiliki keterkaitan langsung dengan 

tujuan kajian. Setiap rujukan dibaca secara 

menyeluruh pada bagian abstrak, 

pendahuluan, metode, hasil, dan simpulan 

agar informasi yang digunakan tidak 

terlepas dari maksud penelitian asalnya. 

Teknik analisis data dilakukan 

dengan analisis isi. Data dari berbagai 

sumber dibaca, dibandingkan, dan 

ditafsirkan untuk menemukan pokok 

pemikiran yang mendukung pembahasan. 

Analisis dilakukan dengan cara 

menghubungkan teori administrasi negara 

dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Hasil pembacaan kemudian 

disusun menjadi uraian yang menjelaskan 

pola, kesamaan, perbedaan, dan celah 

pemikiran dalam sumber terdahulu. Setiap 

sumber tidak hanya dikutip, tetapi juga 

dipahami hubungannya dengan fokus 

artikel. Validitas kajian dijaga melalui 

penggunaan sumber akademik yang 

relevan, keterbukaan informasi rujukan, 

dan konsistensi antara konsep, data, serta 

pembahasan. Penarikan simpulan dilakukan 

secara induktif dengan merumuskan 

pemahaman umum dari berbagai gagasan 

yang ditemukan. Langkah ini dilakukan 

setelah sumber dikelompokkan dan 

dianalisis menurut tema. Penulis tidak 

memakai wawancara, observasi lapangan, 

atau penyebaran kuesioner karena artikel 

ini bertujuan membangun pemahaman 

konseptual berdasarkan literatur ilmiah. 

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi 

akademik agar hubungan antara teori, 

temuan penelitian, dan kebutuhan 

perbaikan administrasi negara dapat terlihat 

secara logis. Penyajian narasi juga 

memudahkan pembaca memahami arah 

argumentasi artikel tanpa kehilangan 

keterkaitan dengan masalah utama yang 

dikaji dalam tulisan ini secara menyeluruh. 

Melalui metode ini, artikel diharapkan 

mampu menyajikan uraian yang runtut 

mengenai penerapan transparansi dan 

akuntabilitas dalam administrasi negara. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Bentuk Implementasi Transparansi 

dalam Administrasi Negara 

Hasil telaah pustaka menunjukkan 

bahwa implementasi transparansi dalam 

administrasi negara tampak melalui 

keterbukaan informasi yang melekat pada 

proses pelayanan, pengambilan keputusan, 

dan pengelolaan sumber daya publik. 

Transparansi tidak hanya hadir ketika 

pemerintah membuka dokumen, tetapi juga 

ketika informasi disusun secara jelas, 

mudah ditemukan, dan dapat digunakan 

masyarakat untuk memahami tindakan 

administrasi. Erkkilä (2020) menempatkan 

transparansi sebagai akses terhadap 

informasi pemerintahan yang 

memungkinkan publik melihat proses kerja 

negara. Dalam praktik administrasi, bentuk 

tersebut muncul melalui pengumuman 

standar pelayanan, persyaratan, waktu 

penyelesaian, biaya, dasar hukum, alur 

kerja, dan pejabat yang bertanggung jawab. 
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Bentuk transparansi berikutnya 

terlihat pada penyediaan kanal informasi 

publik yang aktif dan mudah dijangkau. 

Keterbukaan informasi publik menuntut 

badan publik memberi akses informasi 

secara cepat, tepat, dan sederhana agar 

masyarakat tidak bergantung pada 

hubungan personal dengan aparatur. 

Analisis penerapan kebijakan keterbukaan 

informasi publik menunjukkan bahwa 

keberadaan PPID menjadi instrumen 

penting untuk mengelola permohonan 

informasi dan memperjelas tanggung jawab 

badan publik (Chairunnisa, 2023). Temuan 

tersebut memperlihatkan bahwa 

transparansi administrasi membutuhkan 

struktur layanan informasi, bukan sekadar 

kemauan aparatur memberi penjelasan. 

Transparansi juga perlu didukung oleh 

daftar informasi publik, prosedur 

permohonan, batas waktu jawaban, dan 

mekanisme keberatan. 

Implementasi transparansi juga 

ditemukan dalam pelayanan langsung 

kepada masyarakat. Pelayanan yang 

terbuka memberi kepastian tentang tahapan 

yang harus dilalui warga dan mencegah 

munculnya biaya tidak resmi. Pada 

pelayanan E-KTP, keterbukaan prosedur, 

biaya, dan tanggung jawab petugas menjadi 

bagian penting dari transparansi pelayanan, 

meskipun ruang pengaduan masih perlu 

diperkuat (Haikal & Mauliana, 2022). 

Pelayanan di tingkat kelurahan juga 

menunjukkan bahwa keterbukaan informasi 

berhubungan dengan keteraturan proses dan 

kejelasan hubungan antara aparatur dan 

penerima layanan (Pratiwi & Ningsih, 

2023). Bentuk tersebut menunjukkan 

bahwa transparansi bekerja pada aspek 

yang sangat praktis dalam administrasi 

harian. 

Pemanfaatan teknologi menjadi 

bentuk lain dari transparansi administrasi 

negara. Website pemerintah, aplikasi 

layanan, dan sistem informasi publik dapat 

mempercepat penyampaian informasi, 

memperluas akses warga, dan 

meninggalkan jejak administrasi yang lebih 

mudah diperiksa. Transparansi informasi 

publik melalui PPID Kota Pekanbaru 

memperlihatkan pentingnya media digital 

dalam penyampaian informasi, walaupun 

hambatan teknis dan kapasitas pengelola 

masih memengaruhi kualitas layanan 

(Marlinda, 2024). Digitalisasi administrasi 

juga memperkuat pencatatan dan pelaporan 

apabila sistem didukung kesiapan aparatur 

serta integrasi data (Waliyondi et al., 2025). 

Dengan demikian, transparansi dalam 

administrasi negara terlihat pada 

keterbukaan prosedur, kanal informasi, 

pelayanan langsung, dan penggunaan 

teknologi publik. Seluruh bentuk tersebut 

menegaskan bahwa transparansi harus 

terlihat dalam prosedur tertulis dan dalam 

pengalaman masyarakat ketika mengakses 

layanan, meminta informasi, 

menyampaikan keberatan, serta mengawasi 

tindakan pemerintah pada setiap tahapan 

administrasi. 

B. Bentuk Implementasi Akuntabilitas 

dalam Administrasi Negara 

Akuntabilitas dalam administrasi 

negara terlihat melalui kewajiban aparatur 

dan lembaga publik untuk menjelaskan 

dasar tindakan, hasil kerja, serta tindak 

lanjut atas setiap pelayanan yang diberikan. 

Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa 

bentuk akuntabilitas tidak hanya berupa 

laporan formal, tetapi juga tampak pada 

cara pemerintah menetapkan ukuran kinerja 

dan membuka ruang penilaian publik. 

Overman & Schillemans (2022) 

menekankan bahwa rasa akuntabel muncul 

ketika aparatur menyadari bahwa 

tindakannya dapat dinilai pihak lain. 

Kesadaran ini penting agar administrasi 

negara tidak sekadar mematuhi prosedur, 

melainkan mampu memberi jawaban atas 

dampak pelayanan yang dirasakan 

masyarakat. 

Wujud utama akuntabilitas dapat 

dilihat pada pelaporan kinerja, penyusunan 

target, penetapan indikator, dan evaluasi 

hasil kerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah menjadi salah satu 

instrumen yang digunakan untuk 
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menghubungkan perencanaan, pelaksanaan 

program, penganggaran, dan pelaporan. 

Implementasi SAKIP di BKPSDM 

Kabupaten Pasuruan memperlihatkan 

bahwa peningkatan nilai akuntabilitas perlu 

didukung keterpaduan dokumen 

perencanaan, evaluasi yang konsisten, dan 

partisipasi pegawai dalam penyusunan 

kinerja (Ampuhan, 2025). Temuan ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas 

administratif membutuhkan sistem yang 

saling terhubung dari tahap rencana hingga 

laporan. 

Pada tingkat pelayanan langsung, 

akuntabilitas hadir melalui kepastian tugas 

aparatur, kesesuaian pelayanan dengan 

SOP, disiplin waktu, dan tanggung jawab 

komunikasi kepada masyarakat. 

Mekanisme akuntabilitas pelayanan publik 

menuntut aparatur memberikan penjelasan 

atas proses dan hasil pelayanan yang 

diterima warga (Mareta & Firdaus, 2024). 

Pelayanan berbasis aplikasi SIPARAJA 

menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat 

diperkuat ketika proses administrasi 

memiliki status layanan yang dapat 

dipantau dan ketentuan biaya yang jelas 

(Ilmiyah, 2024). Bentuk ini membuat 

masyarakat tidak hanya menerima layanan, 

tetapi juga dapat mengikuti perkembangan 

proses administrasi. 

Pelaksanaan akuntabilitas yang baik 

juga memerlukan dokumentasi pelayanan 

yang rapi agar setiap keputusan memiliki 

dasar yang dapat ditelusuri. Dokumen 

tersebut membantu pimpinan menilai 

kinerja aparatur dan membantu masyarakat 

mengetahui alasan suatu tindakan 

administratif. Pada sisi lain, akuntabilitas 

harus didukung budaya organisasi yang 

menerima evaluasi. Birokrasi yang 

menolak kritik akan sulit memperbaiki 

layanan meskipun telah memiliki laporan 

resmi dan aturan yang lengkap dalam 

praktik harian secara konsisten pada setiap 

unit kerja pemerintahan dan layanan publik 

daerah. 

Akuntabilitas juga menuntut adanya 

tindak lanjut terhadap pengaduan, 

pengawasan internal, dan konsekuensi atas 

penyimpangan. Akuntabilitas dapat bersifat 

wajib melalui aturan, tetapi juga dapat 

tumbuh sebagai kesediaan organisasi untuk 

menjelaskan tindakannya secara sukarela 

(de Boer, 2023). Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, akuntabilitas berhubungan 

dengan good governance karena 

mendorong birokrasi bekerja tertib, 

terbuka, dan bertanggung jawab (Maolani 

et al., 2023). Bentuk implementasinya tidak 

berhenti pada laporan tahunan, melainkan 

mencakup proses pelayanan, pengawasan, 

koreksi, dan pembuktian bahwa 

kewenangan publik digunakan untuk 

kepentingan masyarakat. 

 

C. Hambatan Implementasi 

Transparansi dan Akuntabilitas 

Hambatan implementasi transparansi 

dan akuntabilitas dalam administrasi negara 

tampak pada jarak antara aturan dan 

pelaksanaan. Regulasi mengenai 

keterbukaan informasi dan 

pertanggungjawaban kinerja sudah tersedia, 

tetapi tidak selalu diikuti kemampuan 

lembaga menjalankannya secara konsisten. 

Jabar et al. (2024) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi 

masih menghadapi kurangnya pemahaman 

hukum aparatur serta budaya birokrasi yang 

belum mendukung. Temuan ini 

memperlihatkan bahwa hambatan tidak 

hanya bersumber dari kekurangan prosedur, 

tetapi juga dari cara aparatur memahami 

kewenangan publik. 

Pada level pelayanan informasi, 

kendala sering muncul karena keterbatasan 

sumber daya manusia, kemampuan teknis, 

dan pengelolaan kanal informasi. Ulumiyah 

& Gati (2024) menemukan bahwa PPID 

KemenPAN-RB menghadapi tantangan 

internal berupa keterbatasan jumlah 

aparatur dan minimnya pengetahuan 

mengenai keterbukaan informasi. 

Tantangan eksternal juga muncul dari 

perubahan tren informasi yang menuntut 

lembaga publik cepat beradaptasi. Kondisi 

ini membuat transparansi belum cukup 
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dijamin oleh keberadaan website atau 

struktur PPID apabila pengelolanya belum 

memiliki kapasitas yang memadai. 

 
Gambar 1. Tren Skor Corruption Perceptions 

Index Indonesia Tahun 2019–2025 

 
Grafik tersebut memperlihatkan 

bahwa skor CPI Indonesia belum 

menunjukkan perbaikan yang stabil. 

Perubahan skor dari tahun ke tahun 

menggambarkan bahwa persoalan integritas 

sektor publik masih menjadi tantangan 

dalam penyelenggaraan administrasi 

negara. Kondisi ini memperkuat pentingnya 

transparansi dan akuntabilitas sebagai 

prinsip yang tidak hanya tertulis dalam 

aturan, tetapi benar-benar dijalankan dalam 

pelayanan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban birokrasi. 

Pelayanan publik langsung juga 

memperlihatkan hambatan pada mekanisme 

pengaduan dan tindak lanjut keluhan. 

Keterbukaan prosedur dan biaya dalam 

pelayanan E-KTP belum sepenuhnya 

menjamin akuntabilitas apabila ruang 

pengaduan masyarakat masih lemah 

(Haikal & Mauliana, 2022). Pada 

pelayanan informasi publik daerah, 

hambatan teknis dan kapasitas pengelola 

masih memengaruhi kualitas keterbukaan 

informasi (Marlinda, 2024). Hambatan 

tersebut dapat membuat masyarakat sulit 

mengetahui perkembangan permohonan, 

alasan penolakan, atau tindakan korektif 

yang dilakukan instansi. 

Pemanfaatan teknologi administrasi 

juga belum otomatis menghilangkan 

masalah transparansi dan akuntabilitas. 

Sistem digital membutuhkan integrasi data, 

kesiapan aparatur, keamanan informasi, dan 

pembaruan prosedur kerja. Teknologi 

informasi dapat memperkuat administrasi 

berbasis data, tetapi manfaatnya bergantung 

pada kesiapan sumber daya manusia dan 

sistem yang terhubung (Waliyondi et al., 

2025). Tanpa dukungan tersebut, 

digitalisasi hanya memindahkan proses 

manual ke platform daring tanpa 

memperbaiki kejelasan tanggung jawab. 

Secara umum, hambatan utama 

terletak pada budaya birokrasi, kapasitas 

aparatur, lemahnya pengaduan, 

keterbatasan teknologi, dan rendahnya 

konsistensi evaluasi. Hambatan ini perlu 

dipahami sebagai persoalan kelembagaan 

yang saling berkaitan, bukan kendala 

terpisah. Kondisi tersebut membuat 

penerapan prinsip pemerintahan terbuka 

membutuhkan pembenahan organisasi, 

peningkatan kompetensi, dan pengawasan 

berkelanjutan agar informasi publik tidak 

hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat 

digunakan masyarakat untuk menilai 

kinerja administrasi negara secara adil, 

mudah, dan bertanggung jawab dalam 

praktik pelayanan publik. 

 

 

D. Upaya Penguatan Transparansi dan 

Akuntabilitas Administrasi Negara 

Upaya penguatan transparansi dan 

akuntabilitas administrasi negara perlu 

dimulai dari perbaikan standar pelayanan 

yang mudah dipahami masyarakat. Standar 

tersebut harus memuat syarat, prosedur, 

biaya, waktu, dasar hukum, penanggung 

jawab, dan mekanisme keberatan. 

Keterbukaan informasi bermakna ketika 

warga dapat membandingkan pelaksanaan 

layanan dengan standar tertulis. 

Keberadaan PPID perlu diperkuat melalui 

daftar informasi publik, alur permohonan 

yang jelas, dan jawaban resmi yang 

diberikan sesuai batas waktu (Chairunnisa 

et al., 2023). Langkah ini membuat 

transparansi tidak bergantung pada inisiatif 

personal aparatur. 

Penguatan akuntabilitas 

membutuhkan sistem pelaporan kinerja 
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yang terhubung dengan perencanaan, 

anggaran, pelaksanaan program, dan 

evaluasi. Setiap unit administrasi harus 

memiliki indikator yang dapat diukur agar 

capaian kerja tidak hanya dilaporkan secara 

formal, tetapi dapat dinilai oleh pimpinan 

dan masyarakat. Penerapan SAKIP 

menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih 

kuat apabila dokumen perencanaan, 

evaluasi, dan partisipasi pegawai disusun 

secara terpadu (Ampuhan, 2025). 

Mekanisme pengaduan perlu ditempatkan 

sebagai bagian dari akuntabilitas, karena 

keluhan masyarakat merupakan bahan 

koreksi terhadap kualitas pelayanan. 

Teknologi informasi dapat menjadi 

sarana penguatan apabila digunakan untuk 

membuka akses, mempercepat proses, dan 

memperjelas jejak administrasi. Digitalisasi 

pemerintahan dapat memperkuat 

transparansi, partisipasi, dan efisiensi 

ketika didukung kolaborasi pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta (Santoso, 

2025). Pemanfaatan e-government juga 

dapat memperluas akses informasi 

pelayanan, mempercepat administrasi, dan 

mendorong pengawasan warga (Rizki et al., 

2025). Pemakaian teknologi tetap 

memerlukan kesiapan sumber daya 

manusia, infrastruktur, keamanan data, dan 

integrasi sistem agar tidak berhenti sebagai 

aplikasi formal. 

Pengawasan internal dan eksternal 

perlu diperkuat agar transparansi dan 

akuntabilitas berjalan konsisten. 

Pengawasan internal menjaga kepatuhan 

aparatur terhadap prosedur, sedangkan 

pengawasan eksternal memberi ruang bagi 

masyarakat, lembaga pengawas, dan media 

untuk menilai kinerja pemerintah. 

Administrasi berbasis teknologi juga 

membutuhkan kesiapan aparatur dan sistem 

yang terhubung (Waliyondi et al., 2025). 

Dengan penguatan standar layanan, 

pelaporan kinerja, digitalisasi, pengaduan, 

dan pengawasan, administrasi negara dapat 

bergerak menuju tata kelola yang lebih 

terbuka, bertanggung jawab, dan dipercaya 

masyarakat. 

 

PEMBAHASAN  

Pembahasan terhadap hasil telaah 

pustaka menunjukkan bahwa transparansi 

dan akuntabilitas merupakan dua prinsip 

yang saling menguatkan dalam administrasi 

negara. Transparansi membuka akses 

masyarakat terhadap informasi mengenai 

prosedur, biaya, waktu pelayanan, dasar 

hukum, dan keputusan pemerintah. 

Akuntabilitas memastikan bahwa informasi 

dan tindakan tersebut dapat dijelaskan serta 

dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Keterbukaan tanpa pertanggungjawaban 

hanya menghasilkan informasi yang 

bersifat pasif, sedangkan 

pertanggungjawaban tanpa keterbukaan 

sulit dinilai oleh masyarakat. Hubungan ini 

menempatkan administrasi negara bukan 

hanya sebagai perangkat pelaksana 

kebijakan, tetapi juga sebagai ruang 

pengawasan publik. Pemahaman 

administrasi publik sebagai proses kerja 

sama pemerintah dalam mengatur 

kebijakan dan pelayanan memperlihatkan 

bahwa setiap tindakan birokrasi harus 

memiliki dasar yang jelas dan dapat 

ditelusuri (Revida et al., 2021). 

Transparansi dalam administrasi 

negara tidak dapat dibatasi pada 

penyediaan dokumen atau pengumuman 

formal. Informasi publik harus disusun 

dengan bahasa yang mudah dipahami, 

ditempatkan pada media yang dapat 

dijangkau, dan diperbarui sesuai kebutuhan 

masyarakat. Transparansi yang hanya 

berbentuk arsip sulit memberi manfaat 

apabila warga tidak mengetahui cara 

mengaksesnya. Konsep transparansi 

menekankan akses terhadap informasi 

pemerintahan agar publik dapat melihat 

proses kerja negara (Erkkilä, 2020). Prinsip 

ini membuat birokrasi terdorong untuk 

menampilkan prosedur secara jelas sejak 

awal pelayanan. Kejelasan tersebut 

mengurangi peluang munculnya pungutan 

tidak resmi, keputusan sepihak, dan 

perlakuan berbeda terhadap warga. 
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Akuntabilitas memberi dimensi 

yang lebih tegas karena menuntut aparatur 

menjawab proses dan hasil dari 

kewenangan yang digunakan. Laporan 

kinerja, standar pelayanan, audit, 

pengawasan, dan mekanisme pengaduan 

menjadi instrumen yang menghubungkan 

tindakan birokrasi dengan tanggung jawab 

publik. Rasa akuntabel muncul ketika 

aparatur menyadari bahwa tindakannya 

dapat dinilai oleh pihak lain (Overman & 

Schillemans, 2022). Kesadaran ini penting 

karena birokrasi sering bekerja melalui 

prosedur rutin yang berulang. Prosedur 

tersebut dapat kehilangan makna apabila 

aparatur hanya mengejar kelengkapan 

administrasi tanpa memeriksa dampaknya 

bagi penerima layanan. Akuntabilitas 

membuat pelayanan harus dinilai dari 

kepatuhan aturan dan manfaat yang 

dirasakan masyarakat. 

Implementasi kedua prinsip tersebut 

berdampak pada kualitas pelayanan publik. 

Pelayanan yang transparan memberi 

kepastian kepada masyarakat mengenai 

syarat, alur, dan waktu penyelesaian. 

Pelayanan yang akuntabel memberi 

jaminan bahwa keluhan dapat 

ditindaklanjuti dan kesalahan dapat 

diperbaiki. Penelitian tentang pelayanan E-

KTP memperlihatkan bahwa keterbukaan 

prosedur dan biaya tetap perlu disertai 

penguatan ruang pengaduan (Haikal & 

Mauliana, 2022). Temuan ini menunjukkan 

bahwa transparansi belum selesai ketika 

informasi diumumkan. Masyarakat tetap 

membutuhkan saluran untuk bertanya, 

membantah, melapor, dan memperoleh 

jawaban resmi. Hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat akan lebih 

sehat ketika warga tidak hanya menjadi 

penerima layanan, tetapi juga memiliki 

ruang untuk mengawasi prosesnya. 

Kepercayaan masyarakat menjadi 

akibat penting dari penerapan transparansi 

dan akuntabilitas. Pemerintah yang terbuka 

dan mampu menjelaskan tindakannya akan 

lebih mudah memperoleh penerimaan 

publik. Kajian terhadap pemerintah desa 

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan 

transparansi berkaitan dengan kepercayaan 

masyarakat melalui kualitas pelayanan 

penanganan COVID-19 (Pratolo et al., 

2022). Kepercayaan tidak lahir hanya dari 

janji pelayanan, tetapi dari pengalaman 

warga ketika berhadapan dengan birokrasi. 

Proses yang jelas, aparatur yang memberi 

penjelasan, dan penyelesaian keluhan yang 

dapat dipantau akan membentuk persepsi 

bahwa pemerintah bekerja untuk 

kepentingan masyarakat. Persepsi ini 

penting bagi administrasi negara karena 

legitimasi pelayanan bergantung pada 

keyakinan warga terhadap integritas 

lembaga publik. 

Digitalisasi administrasi memberi 

peluang baru bagi penguatan transparansi 

dan akuntabilitas, tetapi peluang tersebut 

tidak otomatis menghasilkan tata kelola 

yang lebih baik. Aplikasi pelayanan, 

website pemerintah, dan sistem informasi 

publik dapat mempercepat akses informasi 

serta meninggalkan jejak administrasi. 

Transformasi digital pelayanan publik 

dapat memperluas pencatatan, pelaporan, 

dan pengawasan (Agostino et al., 2022). 

Manfaat ini hanya tercapai apabila sistem 

dirancang untuk memudahkan warga, 

bukan sekadar memindahkan formulir 

manual ke bentuk daring. Teknologi yang 

rumit, tidak terintegrasi, atau jarang 

diperbarui justru dapat menambah jarak 

antara pemerintah dan masyarakat. 

Kesiapan aparatur, keamanan data, dan 

kejelasan penanggung jawab tetap menjadi 

syarat utama agar digitalisasi mendukung 

akuntabilitas. 

Hambatan pelaksanaan transparansi 

dan akuntabilitas memperlihatkan adanya 

persoalan kelembagaan yang saling 

berhubungan. Budaya birokrasi yang 

tertutup, lemahnya pemahaman aparatur, 

keterbatasan sumber daya manusia, dan 

mekanisme pengaduan yang tidak efektif 

membuat prinsip tata kelola sulit berjalan 

konsisten. Pelaksanaan akuntabilitas dan 

transparansi masih menghadapi kurangnya 

pemahaman hukum aparatur serta budaya 
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birokrasi yang belum mendukung (Jabar et 

al., 2024). Hambatan tersebut tidak dapat 

diselesaikan hanya dengan membuat aturan 

baru. Pemerintah perlu membangun 

kebiasaan kerja yang menerima 

pengawasan, menilai kinerja berdasarkan 

hasil, dan memberi konsekuensi terhadap 

kelalaian pelayanan. Pembaruan prosedur 

harus diikuti perubahan perilaku aparatur. 

Data CPI yang disajikan pada 

bagian hasil memperkuat pembacaan 

tersebut. Perubahan skor Indonesia dari 

2019 sampai 2025 memperlihatkan bahwa 

persepsi terhadap integritas sektor publik 

belum bergerak stabil. Angka itu tidak 

dapat dipakai sebagai ukuran tunggal 

kualitas administrasi negara, tetapi dapat 

menjadi penanda bahwa persoalan 

transparansi dan akuntabilitas masih 

dirasakan pada ranah pemerintahan. Grafik 

tersebut membantu menempatkan 

hambatan administrasi sebagai masalah 

yang lebih luas, karena rendahnya persepsi 

integritas berkaitan dengan pengawasan, 

keterbukaan informasi, dan 

pertanggungjawaban keputusan publik. 

Penjelasan tersebut membuat data tidak 

berdiri sendiri, tetapi memperkuat analisis 

kelembagaan yang telah diuraikan dalam 

hasil penelitian. 

Arah penguatan administrasi negara 

perlu diletakkan pada penyatuan antara 

standar pelayanan, sistem informasi, 

pengawasan, dan partisipasi masyarakat. 

Standar pelayanan memberi ukuran awal 

bagi warga untuk menilai birokrasi. Sistem 

informasi menyediakan akses terhadap data 

dan perkembangan layanan. Pengawasan 

memastikan prosedur tidak menyimpang 

dari tujuan publik. Partisipasi masyarakat 

memberi masukan agar pelayanan tidak 

hanya dilihat dari sudut pandang aparatur. 

Penerapan SAKIP menunjukkan bahwa 

akuntabilitas menjadi lebih kuat ketika 

perencanaan, evaluasi, dan partisipasi 

pegawai tersusun secara terpadu 

(Ampuhan, 2025). Pola tersebut dapat 

diperluas pada berbagai unit administrasi 

agar pertanggungjawaban tidak berhenti 

pada laporan, tetapi hadir dalam proses 

kerja harian. 

Pembahasan ini memperlihatkan 

bahwa implementasi transparansi dan 

akuntabilitas dalam administrasi negara 

harus dipahami sebagai proses yang 

berkelanjutan. Pemerintah perlu 

memastikan informasi tersedia, dapat 

dipahami, dan dapat digunakan masyarakat. 

Pemerintah juga perlu memastikan 

keputusan, anggaran, kinerja, serta 

pelayanan memiliki penanggung jawab 

yang jelas. Administrasi berbasis teknologi 

dapat membantu proses tersebut apabila 

didukung integrasi sistem dan kemampuan 

aparatur (Waliyondi et al., 2025). Perbaikan 

administrasi negara tidak cukup dilakukan 

melalui digitalisasi, publikasi informasi, 

atau pelaporan kinerja secara terpisah. 

Seluruh instrumen tersebut harus diarahkan 

pada tujuan yang sama, yaitu membangun 

pemerintahan yang terbuka, mudah 

diawasi, responsif terhadap keluhan, dan 

bertanggung jawab atas penggunaan 

kewenangan publik. Dengan cara itu, 

transparansi dan akuntabilitas dapat 

menjadi prinsip kerja nyata dalam 

penyelenggaraan administrasi negara, 

bukan hanya istilah normatif dalam 

dokumen pemerintahan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil telaah pustaka, 

implementasi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam administrasi negara 

menjadi unsur penting dalam membangun 

tata kelola pemerintahan yang terbuka, 

tertib, dan bertanggung jawab. Transparansi 

memberi ruang bagi masyarakat untuk 

mengetahui prosedur, biaya, waktu 

pelayanan, dasar hukum, standar layanan, 

serta informasi yang berkaitan dengan 

tindakan pemerintah. Akuntabilitas 

melengkapi keterbukaan tersebut melalui 

kewajiban aparatur dan lembaga publik 

untuk menjelaskan keputusan, penggunaan 

sumber daya, capaian kinerja, serta tindak 

lanjut terhadap keluhan masyarakat. Kedua 

prinsip ini tidak dapat dipisahkan karena 
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transparansi menyediakan akses informasi, 

sedangkan akuntabilitas memastikan 

informasi dan tindakan pemerintah dapat 

dinilai secara nyata. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 

transparansi dalam administrasi negara 

terwujud melalui penyediaan informasi 

publik, penguatan PPID, publikasi standar 

pelayanan, keterbukaan prosedur, dan 

penggunaan media digital. Akuntabilitas 

terwujud melalui pelaporan kinerja, 

mekanisme evaluasi, pengawasan internal 

dan eksternal, penerapan SAKIP, serta 

penanganan pengaduan masyarakat. 

Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan 

bahwa administrasi negara tidak hanya 

bekerja melalui aturan tertulis, tetapi juga 

melalui praktik pelayanan yang dapat 

dilihat, diperiksa, dan 

dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik 

yang terbuka dan akuntabel memberi 

kepastian kepada masyarakat serta 

mengurangi peluang penyalahgunaan 

kewenangan dalam birokrasi. 

Kajian ini juga menemukan bahwa 

penerapan transparansi dan akuntabilitas 

masih menghadapi sejumlah hambatan. 

Hambatan tersebut muncul dari budaya 

birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka, 

pemahaman aparatur yang belum merata, 

keterbatasan sumber daya manusia, 

lemahnya mekanisme pengaduan, serta 

penggunaan teknologi yang belum 

terintegrasi. Digitalisasi administrasi 

memang memberi peluang untuk 

mempercepat akses informasi dan 

memperkuat jejak pelayanan, tetapi 

teknologi tidak otomatis menjamin 

pemerintahan yang akuntabel. Sistem 

digital tetap memerlukan kesiapan aparatur, 

keamanan data, pembaruan prosedur, dan 

kejelasan penanggung jawab agar dapat 

mendukung pelayanan yang lebih baik. 

Secara umum, implementasi 

transparansi dan akuntabilitas dalam 

administrasi negara membutuhkan 

pembenahan kelembagaan yang 

berkelanjutan. Pemerintah perlu 

memperkuat standar pelayanan yang mudah 

dipahami masyarakat, memperbaiki kanal 

pengaduan, meningkatkan kapasitas 

aparatur, membangun sistem informasi 

yang terintegrasi, serta memastikan setiap 

laporan kinerja dapat ditindaklanjuti. 

Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk 

mengawasi dan memberi masukan terhadap 

pelayanan yang diterima. Keterlibatan 

publik menjadi penting karena administrasi 

negara bekerja untuk kepentingan 

masyarakat dan harus dapat dikontrol oleh 

masyarakat. Upaya tersebut perlu 

dijalankan secara konsisten pada seluruh 

unit pelayanan agar perbaikan tidak hanya 

terjadi pada instansi tertentu. Penguatan 

juga harus menyentuh budaya kerja 

aparatur, sebab aturan dan teknologi tidak 

akan efektif apabila birokrasi masih 

menutup informasi, lambat merespons 

keluhan, dan tidak memberi penjelasan atas 

keputusan administratif. 

Kesimpulannya, transparansi dan 

akuntabilitas bukan hanya prinsip normatif 

dalam administrasi negara, tetapi harus 

menjadi cara kerja nyata dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Administrasi negara yang transparan dan 

akuntabel akan lebih mampu membangun 

kepercayaan publik, meningkatkan kualitas 

pelayanan, serta memperkuat legitimasi 

pemerintah. Artikel ini menegaskan bahwa 

perbaikan administrasi negara perlu 

diarahkan pada keterbukaan informasi, 

pertanggungjawaban kinerja, pengawasan 

yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi 

yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. 

Temuan ini juga memberi arahan bahwa 

penelitian berikutnya dapat menelaah 

penerapan kedua prinsip tersebut pada 

instansi tertentu melalui data lapangan, 

sehingga hubungan antara kebijakan, 

perilaku aparatur, teknologi, dan 

pengalaman masyarakat dapat dijelaskan 

secara lebih mendalam. Dengan demikian, 

kajian administrasi negara dapat terus 

berkembang sesuai kebutuhan pelayanan 

publik dalam setiap proses pelayanan dan 

pengambilan keputusan administratif yang 

langsung menyentuh masyarakat. 
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